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KATA SAMBUTAN

Cegala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat

= Tuhan Yang Maha Ekarena atas karuni&lya, kami dari
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat menyelesalkagporan
Kinerja Direktorat Jederal Ketenagalistrikan Tahun 2017

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas
kinerja berikut pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jende
Ketenagalistrikan dalam rangka pencapaiam d&h misi organisasi.
Penyusunan Laporan Kinerjgementerian ESDM disusun dalam
rangka memenuhPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SA#ilRana
penyelenggaraan SAKIP untuk penyusunan laporiaerjg dan
dilaksanakan selaras dengan sistem akuntansi, tata cara pengendalian, dan evaluasi perencanaan
pembangunanSelain itu juga untuk memenuhi Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014
tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporandtja, dan tata cara reviu atas lapar kinerja
instansi pemerintah.Laporan kinerja merupakan aktualisasi dari prinsip transparansi dalam
akuntabilitas kinerja organisasi dari penyelenggaraan pemerintahan yangdoaé@ ¢overnance
PenyusunarLaporan Kierja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikajuga merupakan sarana untuk
menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentsigkaehpldery
subsektor ketenagalistrikan. Dengan berbagai indikatgaian yang dituangkan dalam laporan i
sesuaidengan sasaran strategis yang ingin dicapai, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat
memberikan gambaran objektif tentang kinerja organisasi selama satu tahun. Capaian kinerja akan
digunakan sebagai salah satu masukan untuk kegiatan tahuikub®a. Dengandemikian,
diharapkan kinerja pada masa mendatang akan menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien, baik dari
aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya, dengan disusunnyaporan Knerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun
2017diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait dengan
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Ketengalistikan sehidggat memberikan umpan balik guna
peningkatarkinerja pada periode berikutnya. Secara internal, laporan kinerja harus dijesbkagai
motivator bagi Direktorat Jenderal ketenagalistrikan untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi
dengan jalan selalu menyesuaikan dengan indikatndikator kinerjayang telah ada dan disesuaikan
dengan perkembangan tuntutastakeholdersehingga Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat
semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang profesional.

Jakarta, Maret 2018
Direktur Jenderal Kienagalistrikan

Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2@Frupakan perwujudan
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jehdéstenagalistrikanatas
penggunaan anggarannya. Laporan kinerja juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi
dan misi,sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis, yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah NdsiBRaMN) Tahun 20£52019 dan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2017

Dalam rangka menunjang Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran
Kedaulatan Energi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah napkah tujuan dan sasan

strategis yang ini dicapai. Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang akan dicapai
dalam tahun 2015-2019, yaitu:

1. Terjaminnya penyediaan energi listrik.
2. Terwujudnya subsidi listrik yang lebih tepat sasaran dan harga yang wajar.
3. Terwyudnya peningkatan investasiuibsekor ketenagalistrikan.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersethsusunlah Peta Strategi Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan yang telah disesuaildengan Rencana Kerja Pemerintah (RR&jun 207 dan
juga pogram prioritas yang dilaksanakan. Sasaraasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan.

2. Terwujudnya pengurangan subsidi listrik.

3. Menurunnya pangsa energi primer, Bahan Bakar Minyak (BBM)k lRgmbangkit Tenaga
Listrik.

4. Meningkatnyanvestaisubsektor ketenagalistrikan.

5. Terwujudnya pengaturan regulasi dan kebijakan subsektor ketenagalistrikan.

Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 dapat dilihaGaaalear 1 Dalam

Pea Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017 telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran
Strategis (SS) dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). 88Jdian dituangkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang merupakan kontrak kineti@raamirektur Jenderal
Ketenagalistrikan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2017. Dalam rangka
mencapai sasaran sasaran strategis tersebut, tentunya tidak terlepas dari tantangan dan pengaruh
perekonomian global dan nasional.

Di tahun 2017, tidak ada provinsi di Indonesia yang memiliki rasio elektrifikasi di bawah 50%. Untuk
meningkatkanrasio elektrifikasi danreserved margindari setiap wilayah di Indonesia, telah
diupayakan dengan meningkatkan kapasitas pembangkit tenaga ligailg ada ataupun
pembangunan pembangkit tenaga listrik yang baru berikut dengan jaringan transmisi dan
distribusinya. Namun, pada umumnya, pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama,
sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkak®mampuan infrastruktur
ketenagalistrikan. Di luar sistem ketenagalistrikan Jawa, Madura, dan Bali juga diupayakan pula
pembangunan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi energi setempat, terutama
untuk daerah— daerah terpencil, terisolasperbatasan,dan belum terkoneksi dengapmublic grid
biasanya disebut dengaoff-grid.

Upaya percepatan melistriki 2.500 desa sampai dengan tahun 2019 sedang dilakukan pemerintah saat
ini. Sampai dengan akhir tahun 2017, rasio desa berlistrik di Indonesia telah rae@¢d®%. Upaya



percepatan elektrifikasi di perdesaaan Indonesia telah didukung regulasi, yaitu Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral No. 38 Tahun 2016. Regulasi ini mengatur program percepatan
elektrifikasi di perdesaan dengan memanfaatkanggpmaan potensi sumber Energi Baru Terbarukan
(EBT) sebagai sumber energi listrik dengan kapasitas pembangkit hingga 50 MW untuk perdesaan
belum berkembang, perdesaan terpencil, perdesaaan perbatadan pulau kecil berpenduduk.
Belum maksimalnya capaitarget rasio desa berlistrik pada tahun 2017 adalah disebabkan oleh desa
yang belum terjangkau listrik tersebut sangat terisolir sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama
dalam proses penyediaan dan penyambungan listrik.

Capaian Indikator Kinerja Utama&(l) pada tahun 2017 masih terdapat IKU yang tida&ncapai

target. Dari 12 IKU di level Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terdapat 6 IKU yang mencapai target
dan 6 IKU yang tidak mencaparget. IKU yang mencapai target meliputi: (1) Rasio Elekisifika)
Presentase Pembangkit Tenaga Listrik yang Laik Operasi, (3) Presentase Penyaluran Tenaga Listrik
yang Laik Operasi, (4) Presentase Susut Jaringan Tenaga Listrik (dengan perubahan perhitungan
dimana energi minimum tak lagi dipergunakan), (5) PemaartaSubsidi Listrik, dan (6) Jumlah
Peraturan PerundangUndangan Bidang Ketenagalistrikan. IKU yang tidak mencapai target meliputi:

(1) Rasio Desa Berlistrik, (2) Penambahan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik, (3) Penambahan
Penyaluran Tenaga Listrilkd) (Jumlah Konsumsi Listrik per Kapita, (5) Pengurangan Beban Subsidi
Listrik Pangsa Energi Primer Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Pembangkit Tenaga Listrik (dengan nilai
prognosa untuk capaian kinerja berdasarkan surat Direktur Utama PT. PLN (Perse(6))|rdastasi
Subsektor Ketenagalistrikan.

Capaian IKU yang tidak mencapai target akan terus dilakukan evaluasi sebagai bagian dari
pembelajaran untuk penyusunan perencanaan di tahun berikutnya. Berikut ini adalah rincian dari IKU
yang mencapai target dayang tidak mencapai target.



PETA STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2017

Target Capaian Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

SS2. Terwujudnya
Pengurangan
Subsidi Listrik

Target Capaian Kinerja
Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Tahun 2017
1. Persentase Susut Jaringan
Tenaga Listrik = 9,60%%*)
*) Target sebelum
berubahnya perhitungan
susut adalah 8,55%. Namun,
dengan adanya perubahan
perhitungan dimana Energi
Minimum tak lagi
dipergunakan, target susut
menjadi 9,60%.
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2. Subsidi Listrik (Asumsi 1 USD

Tahun 2017

1. Rasio Elektrifikasi =92,75%
2. Rasio Desa Berlistrik =99%
3. Infrastruktur Ketenagalistrikan:
a. Penambahan Kapasitas Pembangkit = 2.693 MW
b. Penambahan Penyaluran Tenaga Listrik = 15.377 kms

Operasi:

SS3. Menurunnya Pangsa
Energi Primer, Bahan Bakar
Minyak (BBM), untuk
Pembangkit Tenaga Listrik

Target Capaian Kinerja Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Tahun 2017

Pangsa Energi Primer, Bahan Bakar Minyak
(BBM), untuk Pembangkit Tenaga Listrik =
4,66%

SS4.
Meningkat
Investasi
Subsektor
Ketenagalistrikan

Target Capaian Kinerja
Direktorat Jenderal

Investasi Subsektor

uss$

LG 2. Peningkatan
Pengelolaan
Organisasi yang
Adaptif di
Direktorat

Jenderal
Ketenagalistrikan

LG 3. Peningkatan
Integrasi Sistem
Informasi di
Direktorat
Jenderal
Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan Tahun 2017

Ketenagalistrikan = 19,4 Miliar

4. Presentase Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik yang Laik

a. Pembangkit = 90% dari yang enerjais
b. Penyaluran = 90% dari yang enerjais
5. Konsumsi Listrik per Kapita = 1.058 kWh / kapita

SS5. Terwujudnya
Pengaturan Regulasi dan
Kebijakan Subsektor
Ketenagalistrikan

Target Capaian Kinerja Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan Tahun 2017

Regulasi Subsektor Ketenagalistrikan =15
Peraturan

LG 4. Peningkatan
Kualitas
Penyerapan
Anggran
Direktorat
Jenderal
Ketenagalistrikan

Gambarl Peta Strategi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tenaga listrik mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan
nasbnal. Usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus
ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah
yang cukup, merata, dan bermutu.

Program percepatan pembangunan pembaingktrik 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Jokowi
pada tahun 2015merupakan salah satu upaya yang dilakukan desmerlukan dukungan dari
berbagai pihak, terutama Kementerian/Lembaga Negara yang mempunyai wewenang menyelesaikan
sumbatansumbatan pembangnan infranstruktur ketenagalistrikan.

Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ketenagalistrikan menjadi prioritas program
pemerintah.Sarana penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga
listrik sebagaimana diamanatkan athm UndangJndang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya
dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah
dimana pelaksanaan usah@enyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Disamping itu badan usaha
swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga
listrik.

Penyediaan tenaga listrik dilakukan dengan merencanakan penamipegmlbangkit, transmisi dan
GardulInduk serta distribusi yang tertuang dalam dokumBWPTL. Dalam jangka pendek dimana
kapasitas pembangkiPT.PLN(Persero)masih terbataskarena proy&-proyek pembangkit dalam
tahap penyelesaiaf® T.PLN[Perseropkanmemenuhi permintaan tenaga listrik dengan menyediakan
Mobile Power PlanfMPP)sebagai solusi sementara untuk mengantisipasi pemensoutuhan
listrik pada beberapa sistem ataupun ssistem kelistrikan. Padé&ahuntahun berikutnya setelah
penambahan kapasitas pembangkit dasnsmisi selesai dan reserve margin telah mencukupi, maka
penjualan akamlipenuhi dengan mengoptimalkan pemanfaatan pembangkit listrik permanen.

Pengembangan kapaass pembangkit tenaga listrik diarahkan untuk memenuhi pattuhan beban

yang direncanakadan pada beberapa wilayah tertentu diutamakan untuk memenuhi kekurangan
pasokan tenaga listrik. Pengembangan kapasitas pembangkit juga dimaksudkan untuk meningkatkan
keandalan pasokan yang diinginkan, dengan mengutamakan pemanfaatarer energi setempat,
terutama energi terbarukanPengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik sejauh mungkin
dilakukansecara optimal dengan prinsip biaya penyediaan listrik terbr{ggst cos), dengan tetap
memenuhi tingkat keandalan yang wajar dalam industri terestek.

Permintaan tenaga listrik diperkirakan terus meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuharatata
sekitar8,1% per tahun. Untk mengejar tingginya permintaaersebut, dilakukan upaya antara lain
melaluipembangunan proyeB5.000 MW, menyelesaikan pembangunan pembangkit mHik.PLN
(Perserodan IPP dalam program reguler, menyelesaikan pembangunan PLTP dan PLTA dalam upaya
pemanfaatan energi baru terbarukadan energi setempat, mendorong pembangunan PLTU Mulut
Tambang dalam upaya pemanfaatan potensi batubara kalori rendah yang berlimpah, mempercepat
alokasi dan pengadaan gas untuk pembangkit dalam upaya untuk mengurangi konsumsi BBM,
mendorong pembangunan PUT berteknologi Ultra Super ftical berkapasitas 1.000 MW.



Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistis, dan
diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapadiaerah
Kawasan StrategidNasional (KSN), meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan
dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan serta membatasi rencana
pengembangan pembangkit BBM.

Pengembangan sistem transmisi tenaga listrikatigan kepada pertumbuhan sistem, peningkatan
keandalan sistem dan mengurangi kendala pada sistem penyaluran serta adanya pembangunan
pembangkit baru. Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk dapat
mengantisipasi pertumbuhan penjualaenaga listrik, mempertahankan tingkat keandalan yang
diinginkan dan efisiensi serta meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga
listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya semattadilakukan oleh PPPLN
(Persero), tetapi juga dilakukan oleh pihak lain seperti swasta, koperasi, dan BUMD. Usaha penyediaan
tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD tersebut diantaranya adalah
membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenagakliggmg tenga listriknya di jual
kepada PT. PLN (Persesiau lebih dikenal dengan pembangkit swasta abadependent Power
Producer(IPP) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi
tenaga listrik secara terintegragang tenaga listriknya dijual langsung kepada konsumen di suatu
wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrad?avate Power Utility
(PPU).

Proyek transmisi pada dasarnya dilaksanakan oleh PLN, kecuali belamgaisi tekait dengan
pembangkit milik IPP yang sesuai kontrak Riaksanakan oleh pengembang IPP dan proyek
transmisi yang terkait dengawilayah usaha lain. Namun demikian, terbuka opsi proyek transmisi
untuk jugadapat dilaksanakan oleh swasta dengan skemasisntentu, misalny@ower Wheeling
Power wheelingbertujuan antara lairagar aset jaringan transmisi dan distribusi sebagai salah satu
aset bangsadapat dimanfaatkan secara optimal, peningkatan utilisasi jaringan transatasi
distribusi sebagai salabatu bentuk efisiensi pada lingkup nasiordédn mempercepat tambahan
kapasitas pembangkit nasional untuk menunjgrgrtumbuhan ekonomi nasional. Opsi tersebut
dibuka atas dasar pertimbangaketerbatasan kemampuan pendanaan investasi PLN dan
pertimbanganperusahaan swasta dapat lebih fleksibel dalam hal mengurus perizinan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementdfizargi dan Sumber Daya
Mineral menargetkan angka rasio elektrifikasi sebe€275% di akhir tahun 201 Angka ini
meningkat2,60% dari target pada tahun 26kebesar90,15%. Selain targetarget diatas, prioritas
lain yang menjadi perhatian yaitu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan ditaaget tahun
2017 untuk penambahan kapasitas pembangkibesar2.693 MW dengan target panjang jaringan
transmisi bertambali5.377kms.

Pembangkitan tenaga listrik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi biaya penyediaan
tenaga listrik. Oleh karena itu, Pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki
energymix pembangkitan tenaga listrik dengan menekan secara maksimal penggunaan BBM dalam
pembangkitan tenaga listrik. Pangsa pemakaian energi primer ditetapkan dalam UU APBN sebagai
asumsi dalam penetapan subsidi listrik. Pangsa energi primer BBM untuk pentéarnigkik secara

umum turun dari tahun ketahun. Pada tahun BJdangsa BBM mencapd©96%, darsampai dengan
Desembetahun 2077 diperkirakanturun menjadis,81%
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& BBM (+ BBN) | 25% 22% 22.95% | 14,97% | 12,54% | 11.81% | 8,58% | 6,96% | 4,66% | 5,99% 5,81%
() Gas 25% 25% 21,00% | 23.41% | 23,56% | 24,07% | 24,89% |2588% |26,62% | 23,17% | 24,82%
& Batubara 39% 38% 44,06% | 50,27% | 51,58% | 52,87% | 56,06% | 54,70% | 56,86% | 58,32% | 57,22%
@ Hydro 8% 12% 6,80% 6,39% | 7,73% | 6,70% | 593% | 7,.88% | 6,60% | 7.27% 7.06%
& Egr}ai‘a?:r'l’;: 3% 3% 5,20% 4,96% | 4,58% 455% | 454% | 4,58% | 5,36% 5,25% 5,09%

Gambar2 Pangsa Energi Primer Bahan Bakar Minyak (BBM) untnkd®gkitan Listrik

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan penggunaan BBM antara lain: melalui program
diversifikasi bahan bakar pembangkit dari BBM ke Non BBM (Program percepatan tahap 1 dan 2);
larangan pembangunan pembangkit baru yang menggunaki &an mendorong pengembangan
pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan melalui kebijdkeed in Tariff

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagai unit eselon | yang berada dibawah lingkungan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggawab dalam hal penyusunan pragr,

regulasi, dan kebijakan ssiéktor ketenagalistrikan yang merupakan bagian dari sektor energi dan
sumber daya mineral. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan prdgghijakan, dan
regulasi di sugektor ketenagastrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menerbitkan Laporan
Kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu
pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Penerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahdnm20@dpakan
pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi organisatorBirdenderal
Ketenagalistrikan. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai sarana untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh para pemangku kepentiagg®olderks

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunygjas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standarisasi teknis di bidanpetenagalistrikan.Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksudDirektorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan rumusan kebijakan Kementerian dabg ketenagalistrikan.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan.

3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang ketenagalistrikan.
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi.
5

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketalisigkan.



1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian,
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Direktorat Jenderal Ketenagaliswik dipimpin oleh Direktur Jenderal. Direktur Jenderal dibantu oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal dan 3 (tiga) orang Direktur dalam menjalankan orgaBisadiir
organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dapat digambarkan sebagai berikut:

DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN
Dr. Ir. Andy Noorsaman S., DEA
SEKRETARIAT KELOMPOK
DIREKTORAT JENDERAL
KETENAGALISTRIKAN i
Ir. Agoes Triboesono, M.Eng.
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PEMBINAAN PROGRAM PEMBINAAN PENGUSAHAAN TEKNIK DAN LINGKUNGAN
KETENAGALISTRIKAN KETENAGALISTRIKAN KETENAGALISTRIKAN
Ir. Alihuddin Sitompul, M. Dr. Ir. Hendra lswahyudi, M.Si Ir. Munir Ahmad

I

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | | KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL |

Gamba 3 PejabatDirektorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM
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Gambar4 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDN

Penjelasan lebih lanjut dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

I



1.3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit di
lingkungan Direktorat JenderaDalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;

2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, laporan, akuntabilitas, dan
evaluasi kinerja, serta pengelolaan infasi;

3. Pengelolaan administrasi perbendaharaan, barang milik Negara serta akuntansi dan
pertanggungjawaban keuangan;

4. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundenttangan, pemberian
pertimbangan dan penelaahan dan urusan hubungan masyarakat; dan

5. Pengelolaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, organisasi
dan tata laksana.

1.3.2 Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan memputygéas melaksanakaperumusan dan
pelaksanaan dbijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan program ketenagalistbidam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan mggogedéan
fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi, dan
pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan
penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;

2. Penyiapa pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program tenaga listrik, investasi dan
pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi ketenagalistrikan dan
penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan;

3. Penyiapan penyusunan norma, stkm, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program
tenaga listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi
ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.

4. Penyiapan pemberian bimbingaeknis dan evaluasi di bidang penyiapan program tenaga
listrik, investasi dan pendanaan tenaga listrik, kerja sama ketenagalistrikan, informasi
ketenagalistrikan dan penyertaan modal pemerintah, serta listrik perdesaan.

1.3.3 Direktorat Pembinaan Pengusaha&teiiagalistrikan

Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan mempunyai mgjaksanakan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norrna, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan pengusahesienagalistrikan. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha
tenaga listrik, harga dan ssidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan
konsumen listrik.

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan pengawasan, pelayanan usaha
tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan pedgual
konsumen listrik.



3.

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengaturan dan
pengawasan, pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial
tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik.

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan pengawasan,
pelayanan usaha tenaga listrik, harga dan subsidi listrik, hubungan komersial tenaga listrik dan
perlindungan konsumen listrik.

1.3.4 Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrik

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian
bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi, kelaikark@&nikeselamatan, tenaga teknik,

dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga listrik. Dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
menyelenggarakan fungsi:

1.

5.

Penyiapan penmusan kebijakan di bidang standardisasi, kelaikan teknik dan keselamatan,
tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga
listrik.

Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidangstandardisasi, kelaikan teknik damie¢sel/a
tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta perlindungan lingkungan tenaga
listrik.

Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi,
kelaikan teknik dan keselarnatan, tenaga teknik, dan usaha j@ngiketenagalistrikan, serta
perlindungan lingkungan tenaga listrik.

Penyiapan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pengawasan di bidang standardisasi,
kelaikan teknik dan keselamatan, tenaga teknik, dan usaha penunjang ketenagalistrikan, serta
perlindungan lingkungan tenaga listrik.

Penyiapan pembinaan teknis jabatan fungsional Inspektur Ketenagalistrikan.

1.4 KEKUATAN PEGAWAI
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di atas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan memiliki
kekuatan pegawai sejumlah 334gavai dengan rincian, yaitu:

Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017

Fungsional Tertenty?79;
24%

Fungsional Umunml89,
56%

Pejabat Struktural 66;
20%

= Fungsional Tertentu Pejabat Struktural = Fungsional Umum

Gambars Komposisi Kekuatan Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017



Tabell Data Kekuatan Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun 2017

Pejabat Striktural

Pimpinan Tinggi Madya (Eselo 1 Pegawai
1)

Pimpinan  Tinggi  Pratame 4 Pegawai
(Eselon 11)

Pejabat Administrator (Eselor 19  Pegawai

1)

Pejabat Pengawas (Eselon IV) 42  Pegawai

Fungsional Umum

Jumlah 66 Pegawai
D4/S1/S2 117 Pegawai
D3¢ ke bawah 72 Pegawai
Jumlah 189 Pegawai

Sajana Teknis77 PegawaiNon Teknis: 40 Pegawai
Tenaga Administrasi

Fungsional Tertentu

Inspektur Ketenagalistrikan 55 Pegawai
Perencana 5 Pegawai

Perancang Peraturar 2 Pegawai
Perundangg Undangan

Pengelola Pengadaan aBang 4 Pegawai
dan Jasa

Pranata Humas 2 Pegawai
Pustakawan 2 Pegawai
Dokter 1 Pegawai
Analis Kepegawaian 3 Pegawai
Arsiparis 2 Pegawai
Analis Kebijakan Muda 3 Pegawai
Jumlah 79 Pegawai

Terdiri dari Inspektur Madya: 4 Pegawénspektur
Muda: 17 Pegawainspektur Rrtama: 34 Pegawai
Terdiri dari Perencana Muda: 2 Pegawai; Perenc
Pertama: 3 Pegawai

Terdiri dari Perancang Peraturan Perundanrg
Undangan Pertama: 2 Pegawai

Terdiri dari Pejabat Madya: 1 Pegawai; Pejabat Mu
3 Pegawai

Terdiri dari Pranata Humas Muda: 2 Pegawai; Prar
Humas Pertama: 1 Pegawai

Terdiri dari Pustakawan Madya: 2 Pegawai

Terdiri dari Dokter Muda: 1 Pegawai

Terdiri dari Analis Kepegawaian Muda: 2 Pega\
Analis Kepegawaian Pertama: 1 Pegawai

Terdiri dari Arsiparis Pertama: 2 Pegawai

Terdiri dariAnalis Kebijakan Muda: 3 Pegawai

Sebaran Fungsional Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Direktorat Pembinaan Pengusahaarillllll 6 Pegawai

Direktorat Pembinaan Program [l 7 Pegawai

Direktorat Teknik dan Lingkungan
Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

0

Gambar6 Grafik Sebaran Fungsional Tertentu di Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

47 Pegawai
19 Pegawai

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Tahun 2017

1.5 ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

1.5.1 Aspek dn Isu Strategis

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistikan, mempunyai kewenangan

sebagai berikut:



1. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro di bidang
ketenagalistrikan;

2. Penyusunan rencana umum ketenagalistriknasional,

3. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tgmafgssional/
ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;

4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian
pedoman, bimbingan, patihan, arahan, dan supervisi di bidang ketenagalistrikan;

5. Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidang
ketenagalistrikan;

6. Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama

negara di bidangetenagalistrikan;

Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang ketenagalistrikan;

Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang ketenagalistrikan;

Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang ketenagalistrikan;

10 Penyelesaiangrselisihan antar propinsi di bidang ketenagalistrikan;

11. Pengaturan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam
jaringan transimisigrid) nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta
pengaturan pemanfaatanahan tambang radio aktif;

12. Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi, serta kebijakan
jaringan transmisidrid) nasional regional listrik dan gas bumi;

13. Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik di dalam negeri;

14. Kewanangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku.

© o0 N

Pada subektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM melakukan kebijakan, regulasi keteknikan dan
regubsi bisnis pada tataran makredangkan paddingkat mikro, pengusahaan ketenagalistrikan
dilakukan oleh PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas untuk
menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat. Terkait aspek korporasi, PT. PLN (Persero) berada
dibawah Kementerian égaa Badan Usaha Milik Negaradsngkan terkait aspek regulasi dan
kebijakan, PT. PLN (Persero) berada dibawah Kement&mamngi dan Sumber Daya Mineral.
Disamping itu, pada tataran mikro juga terdapat badan usaha swasta sépdependent Power
Producer(IPP), Koperasi, BUMD, dan lailain yang dapat melakukan usaha ketengalistrikan yang
kemudian listriknya dijual kepada PLN.

1.5.2 Permasalahan Utama

Di bidang ketenagalistrikan, saat ini kondisi cadangan kapasitas tenaga listrik secara nasional masih
pada tindgat yang cukup mengkhatirkan, baik pada sistem Jawa, MaduBali (Jamali) maupun

pada sistem luar Jamali. Di beberapa wilayah kapasitas terpasang dan cadangafrdisgriked
margin) belum dapat memenuhi kebutuhan, terlebih lagi masih tingginya kargighgan pasokan

pada BBM yang sangat terbatas.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi pada sistem Jamali telah diupayakan dengan meningkatkan
kapasitas pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru berikut jaringan transmisi dan
distribusinya, tetap pada umumnya pembangunan tersebut memakan waktu yang cukup lama
sehingga belum dapat secara cepat mendukung peningkatan kapasitas. Sementara itu, untuk sistem
luar Jamali diupayakan pula pembangunan pembangkit skala kecil dengan memanfaatkan potensi
energi setempat/lokal, terutama untuk daeraltaerah terpencil, terisolasgaerah perbatasan, dan
belum terkoneksi denganpublic grid Potensi energi setempat ini perlu terus dikembangkan
mengingat persentase pemanfaatannya yang masih rendah karena belum toimpika



dibandingkan dengan energi konvensional terutama energi yang disubsidi kecuali tenaga air skala
besar dan panas bumi.

Di bidang pembangunan listrik perdesaan, sampai dengan akhir tahuhr2sid elektrifikasi telah
mencapai 8,35%. Beberapa katala dalam pembangunan listrik perdesaan adalah kondisi geografis,
kurangnya kemampuan pendanaan pemerintah, serta letak pusat beban yang jauh dari pembangkit
listrik dan tingkat beban yang secara teknis dan ekonomis belum layak untuk dipasok oleh patnbangk
skala besar. Selanjutnya untuk menunjang kelangsungan pembangunan tenaga listrik yang
berkesinambungan dilakukan dengan melaksanakan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan agar
sektor itu mampu berkembang dan menyediakan tenaga listrik secara efeadperkualitas sehingga
memberikan manfaat bagi konsumen serta mandiri secara finansial bagi penyedia jasa tenaga listrik.
Salah satu kebijakan dari restrukturisasi adalah menyesuaikan tarif listrik secara bertahap menuju nilai
keekonomiannya. Hal itu dinapkan dapat mengundang partisipasi pihak swasta untuk berinvestasi
di bidang kelistrikan, terutama untuk pembangkit. Bentuk partisipasi ini dapat dilihat melalui
pemanfaatan pembangkit swasta f RSLISY RSy (i t 2 ¢)SBebetapdiRuRicrOdspadya Kk Lt t Q:
dihadapi pada pengelolaan ssdgktor ketenagalistrikan antara lain adalah sebagai berikut:

1.5.2.1 Kebijakan Subsidi Listrik 450 VA dan Penyesuaian Tarif Listrik Subsidi 900 VA
1. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan, untuk penyediaan tenaga listrik, Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu (subsidi);
2. Subsidi untuk Pelanggan Daya 450 VA dan 900 VA
a. KesimpulanRapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII BFR tanggal 22
September 2016, Pemerintah menyetujui penerapan subsidi listrik kepada
masyarakat miskin dan rentan miskin dengan menggunakan gabungen da
pelanggan dan database TNP2K.
b. Subsidilistrik diberikan kepada seluruh pelanggan dengan daya 450 Vangab
23,18 dan pelanggan miskin dan rentan miskin derdmya 900 VA sebanyak 4,05
juta.
c. Penyusaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada pelanggan rumah tangga mampu dengan
daya 900 VA dilakukan secara bertahap (3 tahap).
3. Penanganan Jumlah Pelanggan yang Bektandapatkan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Telah dibentuk tim posko pusat penanganan pengaduan kepersertaan subsidi listrik tepat
sasaran dengan beranggotakan dari Kementerian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian
Dalam Negeri, TNP2K, dan PT. PLN (P¢rsestal pengaduan sampai dengan 26 Mei 2017
sebesr 42.945 pengaduan, dengan rincian pengaduan terselesaikan sebesar 21.380
pengaduan dan proses verifikasi TNP2K sebesar 21.565 pengaduan.

1.5.2.2 Penyediaan Listrik yang Terjangkau bagi Rakyat dari PembangkiBatsivara

Menteri Energidan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Merd&DM Nomor 19
Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembangkit Listrik dan Pembelian Kelebihan
Tenaga Listri{Excess PowerPermen ESDM No. 19 Tahun 2017 mémgapola harga patokan
tertinggi dan mekanisme pengadaan pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan pembelian
kelebihan tenaga listrik Excess Power)Permen ini menjaga Biaya Pokok Penyediaan (BPP)
Pembangkitan Tenaga Listrik setempat agar lebih gfe&h efisien, sehingga tarif tenaga listrik dapat
lebih kompetitif. Dalam Permen tersebut diatur acuan harga pembelian liftgknbangkit Listrik
Tenaga UapRLTYMulut Tambang, yaitu:

1. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih rendah dari BPP PembanglsianaNanaka harga
patokan tertinggi mengacu pad®% BPP Pembangkit setempat.



2. Jika BPPembangkitan setempat lebih tinggi dari BPEmbangkitan Nasional, maka harga
patokan tertinggi mengacu pada 75% BPP Pembangkitan nasional.

3. Harga pembelian tenaga liskr ditetapkan dengan asumsi faktor kapasitas pembangkit
sebesar 80%.

Selain itu, juga diatur harga pembelian listrik PNOd Mulut Tambanglengan kapasitas > 100 MW,
yaitu:

1. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih rendah dari BPP Pembangkitan Nasionagrgeka h
patokan tertinggi mengacpada BPP Pembangkitan setempat.

2. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih tinggi dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga
patokantertinggi mengacu pada BPP Pembangkitan nasional.

Untuk harga pembelialistrik Non Mulut Tambangntuk kapasitasampai dengan 100 MW, yaitu:

1. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih rendah dari BPP Pembangkitan Nasional, maka harga
patokan tertinggi mengacu pada BPP Pembangkitan setempat.

2. Jika BPP Pembangkitan setempat lebih tinggi dari BPP Pembarg&gemal, maka harga
berdasarkanelang atau mekanismBusiness to Business

Selain mengatur mengenai acuan Harga Pembelian Listrik di PLTU Mulut Tambang dan Non Mulut
Tambang, Permen ini juga mengatur pola Harga Patokan Tertinggi (HPT) dalam pengadaan
pembangkit listrik berbahan bakar batubara dan kelebihan tenaga l{&sikess PowerPenggunaan

listrik Excess Powemtuk memperkuat sistem kelistrikan setempat dapat dilakukan apabila pasokan
daya kurang atau untuk menurunkan BPP Pembangkit di sisteemdgslistrikan setempat. Harga
pembelian kelebihan tenaga listifExcess Powepgling tinggi sebesar 90% dari BPP Pembangkitan di
sistem ketenagalistrikan setempat. Sehingga dapat meningkatkan pE€estive Powerdalam
menjaga ketersediaan daya listrikga sisem ketenagalistrikan setempat.

1.5.2.3 Percepatan Elektrifikasi 2.500 Desa di Indonesia melalui Permen ESDM No. 38 Tahun 2016
Sebagai upaya pemenuhan kelistrikan di daerah terpencil, Pemerintah melalui Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral menargetksekitar 2.500 desa dapat terlistriki pada akhir tahun 2019.

Untuk mewujudkan target tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan telah menetapkan pada 25
November 2016, Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 tahun 2016 tentang Percepatan Elektrifikasi di
Perdesaan Belu Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui
Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil. Melalui Permen ESDM ini, Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), Swasta dan Koperasi dapat mengelola suatu wilayah usaha, yanpsiaat in
terjangkau oleh Pemegang wilayah usaha lainnya.

Permen ini memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah untuk berkewenangan dalam
memberikan kesempatan kepada badan usaha sebagai penyelenggara Usaha penyediaan Tenaga
Listrik terintegrasi untuk skalkecil. Selain itu, program percepatan elektrifikasi di pedesaan ini
memanfaatkan penggunaan sumber energi terbarukan (EBBagai sumber energi listriklal ini
merupakan terobosan Pemerintah untuk memberikan payung hukum guna mengupayakan
pemenuhan enggi yang lebih berkeadilan, yaitu meningkatkan rasio desa hbéklistdonesia yang

pada akhir tahun 2016 baru mencagé,95% dari total 82.190 Desa.

Berdasarkan Permen ini, Badan Usaha yang berminat dapat mengikuti seleksi dalam penyelenggaraan
Usaha Pemgdiaan Tenaga Listrik (UPTL) untuk skala k&pibila tidak ada badan usaha yang
berminat, Gubernur dapat menugaskan BUMD setempat untuk menyelenggarakan UPTL untuk skala
kecil.Untuk penetapan tarif tenaga listriknya yang dijelaskan dalam pasal 20 &zl p1 dapat



memanfaatkan dana subsidi dan tanpa memanfaatkan dana subsidi. Untuk tarif tenaga listrik yang
memanfaatkan dana subsidi dan mendapatkan penugasan dari pemerintah daerah adalah dengan
menggunakan tarif tenaga listrik PT PLN untuk konsumerahutangga dengan daya 450 VA.
Sedangkan untuk penetapan tarif tenaga listrik yang tidak memanfaatkan dana subsidi, tarifnya
ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur berdasarkan kewenangannya.

Berdasarkan data Potensi Desa (PODES) yang dikeluarkan oleliPrBsaa8tatistik (BPS) tahun 2014,
masih terdapat sekitar 2.519 Desa di Indonesia yang sama sekali belum menikmati akses listrik. Dari
jumlah 2.519 desa tersebut, baru 9 desa yang telah mendapat energi listrik melalui Program Listrik
Perdesaan dan pembangam infrastruktur EBTKE tahun 2015. Sedangkan dalam perencanaan PT PLN
(Persero) sampai dengan tahun 2019, baru sekitar 504 desa yang telah masuk ke dalam perencanaan
melalui kegiatan listrik perdesaan. Hal inilah yang mendasari diterbitkannya Permen ©&0k38

Tahun 2016 ini.

1.5.2.4 Regulasi Terkait PokqlPokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Guna menciptakan iklim investasi ketenagalistrikan yang lebih kondusif, serta mewujudkan energi
berkeadilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mingiah menardatangani tiga Peraturan Mentie
terkait Subsktor Ketenagalistrikan. Ketiga aturan tersebut adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM
Nomor 10 Tahun 2017 tentang PokBkkok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Permen ESDM
Nomor 11 Tahun 2017 tentangfanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik, dan Permen ESDM
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarokak Renyediaan Tenaga
Listrik.

Permen ESDM No0.10/201#i mengatur Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) untuk seluruh jenis
Pemlangkit termasuk panas bumi, PLTA dan PLT Biomass. Namun untuk pembangkit Energi Baru
Terbarukan (EBT) yang intermiten dan Hidro dibawah 10 MW, diatur dalam peraturan tersendiri. Hal
hal pokok yang diatur dalam Permen ini antara lain jangka waktu PJRIgrhké&wajiban penjual dan
pembeli (alokasi risiko), jaminan, komisioning dan COD, pasokan bahan bakar, transaksi, penalti
terhadap kinerja pembangkit, pengakhiran PJBL, pengalihan hak, persyaratan penyesugén h
penyelesaian perselisihatan keadaan Kaar force majeuy.

Terkait Permen ESDM No. 11/2017%ujuan diterbitkannya aturan ini adalah untuk menjamin
kesediaan pasokan gas dengan harga yang wajar dan kompetitif, baik untuk gas pipa maupun LNG.
Selain itu, Permen ESDM ini bertujuan untuk mengemkangpembangkit listrik di mulut sumur
(wellhead) melalui penunjukan langsung, serta memberikan kemudahan dalam pengaturan alokasi
gas bagi pembangkit listrik. Kebijakan baru yang menjadi penekanan aturan ini adalah harga gas dan
tarif pipa gas untuk pembajkit listrik.

Permen ESDM No.12/201engatur tentang pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi
terbarukan. Pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan berbasis teknologi
tinggi, efisiensi sangat variatif, dan sangat tergantung piirzkat irradiasi atau cuaca setempat
seperti energi sinar matahari dan angin, dilakukan dengan sistem pelelangan berdasarkan Kuota
Kapasitas. Pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan lainnya dilakukan dengan
mekanisme hargagiokan ataupemilihan langsung.

Dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang makin baik dengan tetap mendorong praktek efisiensi
pengusahaan ketenagalistrikan, Pemerintahlakekan penyempurnaan regulaselalui penerbitan
Permen ESDM Nd9/2017 sebagai penyempurnaanag Permen ESDMo.10/2017 tentang Pokck
Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga LiStinentaratu, Permen ESDM No. 45/20@erupakan

revisi Permen ESDMo. 11/20T7 tentang Pemanfaatan Gas Buumtuk Pembangkit Tenaga Listrik



dan Permen ESDM No. 50/20 merupakan revisi kedua Permen ESDM N@/2017 tentang
Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan Untuk Penyediaan Tenaga Listrik.

1.5.2.5 Kebijakan Kendaraan Listrik

Pemerintah telah menerbitkan regulasi yang menjadi acuan pengembangan kendmeagshdan

listrik, yakni Perpres No. 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Dalam aturan
tersebut, dinyatakan sektor transportasi pemerintah akan mengembangkan kendaraan bertenaga
listrik pada 2025 sebesar 2.200 roda empat dan 2,1 juta roda dua. Dalam pemgaediebutkan,
pemerintah akammenyiapkan kebijakan pemanfaatan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin
dan ethanol(flexifuel engine) Juga menyusun kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil atau
motor listrik bagi pabrikan sesuai ketentuan perangundangan.

Untuk pengembangan kendaraan listrik perlu sinergi antar kementerian, lembaga pemerintah,
akademisi, dan masyarakatKementerian ESDM dalam pengembangan kendaraan listrik
bertanggungjawab dalam penyediaan sumber listrik utama dan infrastruklotuk masalah fiskal

dan insentif berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dalam pesggamb industri
kendaraan listrilkakan berada di bawah Kementerian Perindustrian.



BAB I
PERENCANAAN KINERJA

2.1 VISI DAN MISI

Dengan mempertimbangkan masalah pkkbangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan
capaian pembangunan selama ini, maka Visi Pembangunan Nasional untuk tahur2@0d%dalah:

“Tdneuruwn jndbicbnay-ag Bdrcnndao meeds i dan BeykaonbgdiaB e r
Berlandaskamn Gotong-ocyzon g . ”

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional ygirmampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara

hukum.

Mewujudkan politik luar negeri bebasktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Mewujudkan Indonesia menjadi nhegara maritim yangndiri, maju, kuat, dan berbasiskan

kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

ook w

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melaksanakan visi dan misi pembangunan nasional tersebut,
khususnya bidang energi listrik dengaametapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang lebih
operasional dengan mengacu paencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun2015- 2019.

2.2 TUJUAN STRATEGIS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Keten&jakan disesuaikan dengan tujuan strategis
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tujuan strategis Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
terebut merupakan kondisi yang ingin diwujudkan selama periode 5 tahun yaitu:

1. Terjaminnya penyediaan erg danbahan baku domestik sskktor ketenagalistrikan.

2. Terwujudnya subsidi energi ssktor ketenagalistrikan yang lebih tepat sasaran dan harga
yang kompetitif.

3. Terwupdnya peningkatan investasi sséktor ketenagalistrikan.

2.3 SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis erupakan kondisi yang ingin dicapai oleh oleh Unit Direktorat Jenderal
Ketenagalistrikan setiap tahunnya. Sasaran Strategis ini ditetapkan berdasarkan tujuan yang ingin
dicapai pada Rencana Strategis (Renstra). Sasaran Strategis Direktorat JenderalakGttézang
sesuai dengan Renstra Kementerian ESDM Tahun-22019 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan.

2. Terwujudnya pengurangan subsidi listrik.

3. Menurunnya Pangsa Energi Primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
4. Meningkatnya investasi ssbktor ketenagalistrikan.

13



5. Terwujudnya pengafran regulasi dan kebijakan sséktor ketenagalistrikan.

2.4 SASARAN YANG TERKAIT DENGAN TUJUAN STRATEGIS

Sesuai rencana strategis Kementerian Energi iamber Daya Mineral tahun 2012019, sasaran
strategis yang terkait dengan tujuan strategis yang akiaapai selama tahun 201adalah sebagai
berikut:

1. Sasaan yang terkait dengan tujuaetiaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik
subsektor ketenagalistrikazdalah sebagai betik:

Tabel2 Indikator Sasaran Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik Subsektor
Ketenagalistrikan

Sasaran Indikator Satuan
Strategis Kinerja
Menyediakan akses da 1 Rasio Elektrifikas %
infrastruktur ketenagalistrikan 2 | Rasio Desa Berlistrik %
Infrastruktur Ketenagalistrikan:
a Penambahan kapasitas pembangk MW
3 " | (sinkron dan COD)
P_engmbahan Penyaluran Tena KMS
Listrik
Persentaselnstalasi Penyediaan Tenay
4 Listrikyang Laik Operasi:
a. | Pembangkit %
b. | Penyaluran %
5 Konsumsi Listrik per Kapita kWh/orang

2. Sasaan yang terkait dengan tujuaretwujudnya subsidi energi sabktor ketenagalistrikan
yang lebih tepat sasaran dan harga yanmgetitif adalah sebagai berikut

Tabel3 Tabel Indikator Sasaran Terwujudnya Subsidi Energi Subsektor Ketenagalistrikan yang Lebih
Tepat Sasaran dan Harga yang Kompetitif

Sasaran Indikator

Strategis Kinerja Satuan
Terwujudnya pengurangal 1 = Persentase Susut Jaring@anaga Listrik %
subsidi listrik Subgdi  Listrik  (asumsi 1 USD o

2 Triliun Rp.

Rpl3.00000dan ICP = 45 USD/barrel)
Menurunnya Pangsa Ener
Primer BBM untuk Pembangk
Tenaga Listrik

Pangsa Energi Primer BBM untuk Pemban

0,
Tenaga Listrik &

3. Sasaranyang terkait dagan tujuan érwujudnya peningkatan investasi sadktor
ketenagalistrikan adalah sebagai berikut:

Tabel4 Terwujudnya Peningkatan Investasi Subsektor Ketenagalistrikan

Sasaran Indikator Satuan
Strategis Kinerja
Me”'”gkat.”y‘? L Investasi subektor Ketenagalistrikan Miliar USD
ketenagalistrikan
Terwujudnya pengaran regulasi dar Regulasi sukektor Ketenagalistrikan Peraturan

kebijakan subektor ketenagalistrikan



2.5 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017

Rencana Kerja Parintah Tahun 207 yang selanjutnya disebut RRRhun 2017adalah dokumen
perencanaan pembangunan nasional untuk periddésatu) tahun, yaitu tahun 20lyang dinulai
pada tanggal 1 Januari 201dan beraklr pada tanggal 31 Desember 201Penyusunan RKP
merupakan pelaksanaan dari Undablgdang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana &rfja Pemerintah (RKP) Tahun 2Qidalahsebagai penjabaran tahun ketigiari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)-ZDI® merupakan kesinambungan upaya
pembangunan yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan mrmaasigg maupun seluruh
komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedmaatimal, efisien,

efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKRateroritas pembangunan, rancangan
kerangka 